
 
 

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR   24   TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARITO UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan 

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Perpustakaan; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya Program Nasional 

tentang Transformasi sosial dimana peran pemberdayaan 

masyarakat merupakan unsur penting dalam 

pengembangan perpustakaan, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan 

perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Perpustakaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 



  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 4774); 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1359); 

  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Darah 

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan 

Desa/Kelurahan; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

  10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara 

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 



Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 

2018 Nomor 32); 

  11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di 

Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2018 Nomor 11); 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BARITO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN. 

 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2018 Nomor 11) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf k, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Kedua 

Pemerintah Daerah Berkewajiban 

 

Pasal 5 

 

Pemerintah Daerah berkewajiban : 

a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; 

b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah; 

c. menjamin kelangsungan penyelengaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai 

pusat sumber belajar masyarakat; 

d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 

e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; 

f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah 

berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang 

kekayaan budaya Daerah; 

g. menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan; 

h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; 

i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; 

j. meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyelenggarakan perpustakaan 

berbasis inklusi sosial di Daerah; dan 

k. kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk penyelenggaraan dan 

pengembangan perpustakaan di Daerah. 

 
 

 

 

 



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Juni 2O2O

" BUPATI BARITO UTARA,
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Diundangkan di Muara Teweh.
pada tanggal 17 Juni 2A2A

SEKRtrTARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
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JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO
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